                                                        LAPORAN
HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025


DISUSUN OLEH : BAGIAN HUKUM SETDA BOALEMO
TAHUN 2025

                                                                   BAB I
A. LATAR BELAKANG
      Dalam rangka menyesuaikan kebijakan  keuangan daerah dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan bupati Boalemo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perubahan tersebut dituangkan dalam rancangan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024, yang perlu didukung dengan pemantauan dan peninjauan undang-undang serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan ini disusun dengan maksud untuk melakukan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan serta analisis dan evaluasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.


                                                                 BAB II
                                     OBJEK PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
Objek pemantauan dan peninjauan adalah rancangan peraturan kepala daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
                                                              BAB III
                             HASIL PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN EVALUASI
A. Kesesuaian  peraturan perundang-undangan
Hasil pemantuan menunjukkan bahwa ranperkada telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah dan daerah serta kebijakan nasional terkait pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke tiga belas
B. Evaluasi substansi pengaturan
Pengaturan teknis dalam ranperkada telah memuat subjek penerima, komponen pembayaran mekanisme penyaluran serta sumber pendanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
C. Evaluasi Teknis
Secara teknis, ranperkada dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian akuntabilitas dan ketersediaan anggaran daerah.

                                                   BAB IV 
                              KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN 
Rancangan peraturan kepala daerah tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke tiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan pearturan perundang-undangan dan dapat dilanjutkan dalam tahap penetapan.

B. REKOMENDASI
1. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke tiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan pengawasan dalam penyaluran pembayaran agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

BAB V
                                      PENUTUP
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi ini disusun sebagai dokumen pendukung pembentukan peraturan kepala daerah tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke tiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025  dan sebagai bagian dasar pelaksanaan fungsi pembinaan hukum daerah.


